BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.  Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang di atas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh instansi masing-masing berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya..  Pertanggungjawaban dimaksud adalah berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam rangka upaya penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola sumber-sumber publik kepada masyarakat sebagai pemilik sumber-sumber publik tersebut, maka salah satu upaya penyempurnaan penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah tersebut adalah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 


B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dasar hukum Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
1. Kedudukan
Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang berada  dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
2. TugasPokok
Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigraian berdasaarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi
	Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayannan umum di bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
d. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan sosial;
e. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
f. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan ketransmigraian; dan
g. Pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis.

4. Hal-hal yang berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi :
a. Kekuatan
· Dukungan dana dari APBD cukup memadai
· Sarana prasarana kantor cukup memadai
· Adanya ketentuan yang jelas peraturan per undang-undangan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas 
· Adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


b. Kelemahan
· Masih kurangnya SDM Aparatur yang berkualitas
· Masih kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja
· Masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas
· Masih kurangnya pejabat fungsional di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
c. Peluang
· Dapat tersalurkannya bantuan sosial terhadap masyarakat
· Pelaksanaan bintek terhadap operator yang ditawarkan terhadapnya oleh provinsi maupun pusat
· Terdapatnya minat para pencari kerja untuk ikut dalam pelaksanaan pelatihan kerja
· Masih banyak para pencari kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara
d. Tantangan
· Masih terbatasnya dana anggaran dalam DPA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
· Menciptakan lapangan kerja baru melalui TTG (Teknologi Tepat Guna)
· Masih banyaknya pencari kerja sementara lapangan kerjanya sedikit (masih banyak pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara).

C. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:
1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
3) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
b. Bidang Pemberdayaan dan Bina Potensi, Terdiri dari 3 (tiga) Seksi:
1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
2) Seksi Pelestarian Nilai Kejuangan dan Penyuluhan Sosial; dan
3) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial Serta Pengawasan dan Pengumpulan Dana Masyarakat.
c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari 3 (tiga) seksi:
1) Seksi Rehabilitasi social dan Lanjut Usia;
2) Seksi Pelayanan Anak dan Bina Panti; dan
3) Seksi Bantuan Sosial.


d.   Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian terdiri dari 3 (tiga) seksi:
1) Seksi Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
3) Seksi Pembinan Hubungan Industrial, Pengawasan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
e. Unit pelaksana Teknis terdiri 1 (satu) Sub Bagian Tata usaha; dan
f.   Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara selengkapnya diilustrasikan sebagaimana gambar 1.1 berikut ini.
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D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN
Pada dasarnya penyusunan LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2015. Capaian kinerja (Performance result)tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (Performance Agreement) tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Berikut:

BAB I		PENDAHULUAN
Menyajikan Latar Belakang, gambaran umum organisasi, aspek stratejik organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyusunan laporan.
	BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menguraikan secara singkat mengenai Rencana Starategis dan Penetapan Kinerja.
	BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraiakn capaian kinerja serta analisis capaian kinerja dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
	BAB IV	PENUTUP
Menguraikan kesimpulan dari tinjauan umum dan khusus tentang keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kinerja, serta berbagai penyebab utama dari permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN












BAB II
PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

Sebagaimana Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tujuannya meningkatkan kualitas sumberdaya Manusia dengan Mengembangkan Sikap Mandiri, Produktif dan Efisien serta meletakkan landasan penbangunan yang  mantap bagi tahap pembangunan berikutnya.
Sesuai dengan renstra Kabupaten Hulu Sungai Utara 2013-2017 terwujudnya rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri bernuansa islami : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Produktif, Mandiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1. Visi
	Visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan tujuan umum yang hendak dicapai merupakan komitmen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mewujudkan amanat konstitusi. Adapun visi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Adalah sebagai berikut:
“ Terwujudnya  Kejahteraan Sosial   yang   Produktif “

2. Misi
	Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dijabarkan misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan kualitas hidup manusia dengan peningkatan produksi kerja
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial.
3. Membina, Menyelamatkan, Memulihkan dan Mengentaskan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, agar dapat hidup dan berkembang secara wajar.
4. Meningkatkan sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan Hubungan Industrial, Perlindungan Kerja, Pengawasan Kesejahteraan Pekerja.
6. Memberdayakan Kawasan dan Masyarakat Transmigrasi yang cepat dan tumbuh berkembang. 



3. Tujuan
Visi dan Misi adalah merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, pernyataan Misi merupakan bagian dari penetapan Visi, yang merupakan bagian dari perencanaan strategis dan merupakan langkah penting dan perlu untuk dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
Adapun Tujuan Misi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut   :
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial 
2. Membina, memyelamatkan, memulihkan dan mengentaskan  para penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemiskinan agar dapat  hidup dan berkembang secara wajar.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Hubungan Industrial, Perlindungan Kerja, Pengawasan dan Kesejahteraan Pekerja.
5. Memberdayakan Kawasan  dan Masyarakat Transmigrasi yang cepat dan tumbuh berkembang.
4. Sasaran
Sasaran merupakan penajabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang ditetapkan secara keseluruhan sasaran pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut   :
a. Meningkatkan dan meratakan pelayanan sosial yang lebih adil  dalam arti bahwa setiap orang, khususnya keluarga Miskin  dan Penyandang Masalah  Kesejahteraan Sosial berhak untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya.
b. Meningkatkan profesionalisme pelayanan Sosial baik  yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat ;
c. Memantapkan  manajemen  pelayanan  masyarakat yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi keterpaduan, sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan masyarakat yang semakin  berkualitas dan akuntabel.
d. Meningkatkan Mutu danProduktivitas Pencari Kerja.
e. Meningkatkan Keterampilan dan Kemampuan dalam mengelola Usaha agar dapat berkembang dan maju.
f. Terciptanya saling pengertian dan saling membutuhkan antar Pengusaha dan Pekerja.
g. Meningkatnya Produktifitas dan Kesejahteraan Pekerja dalam bekerja.
h. Adanya Lahan untuk pertanian dan Pemukiman.
i. Tersedianya sarana dan Prasarana Transmigrasi.
j. Penempatan Warga Transmigrasi dengan Masyarakat Sekitarnya.  
5. Kebijakan
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, kebijakan yang ditetapkan berdasarkan misi merupakan tujuan dan sasaran sebagai berikut   : 
a. Peningkatan Administrasi umum dalam pelayanan publik 
b. Peningkatan usaha keesejahteraan sosial yang meliputi  semua program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan pembinaan  pemeliharaan, memulihkan dan mengembangankan  kesejahteraan sosial  yang dilaksanakan dan sebagai tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah.
c. Peningkatan  kualitas  dan efektifitas pelayanan sosial, sehingga mampu mendukung  tumbuh  dan berkembangnya sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka  peningkatan  sumber daya manusia.
d. Peningkatan  profesionalitas pelayanan sosial, baik yang dialksanakan  oleh masyarakat  maupun pemerintah.
e. Peningkatan peran serta masyarakat  dalam pembangunan kesejahteraan sosial 
f. Menyusun Stratgi Penyiapan Tenaga kerja yang Terampil dan produktif.
g. Membuat Aturan–aturan yang jelas tentang masalah Hubungan Industrial, agar tercipta Hubungan Industrial yang harmonis antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja. 
h. Membangun Kawasan-Kawasan Transmigrasi yang berpotensi dan cepat tumbuh berkembang.

















B. PERJANJIAN KINERJA
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PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 		:H. RIZALI ESWANSYAH, S.Sos
Jabatan 	: Kepala DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
                          Kabupaten Hulu Sungai Utara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama 		: Drs. H. ABDUL WAHID. HK, MM, M.Si
Jabatan 	: Bupati Hulu Sungai Utara
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

                  Amuntai,     Februari  2015

Pihak Kedua, 						Pihak Pertama,



Drs. H. ABDUL WAHID. HK, MM, M.Si        	        H. RIZALI ESWANSYAH, S.Sos






B. Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2015
	No
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	PROGRAM/KEGIATAN
	
ANGGARAN

	
1
	
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
	



1. Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

2. Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dengan baik
3. Terlaksananya jasa  kebersihan kantor

4. Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja di kantor
5. Tersedianya tulis kantor
6. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
7. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pekerjaan
8. Terlayaninya penyediaan  makanan dan minuman rapat bagi karyawan dinsosnakertrans
9. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

	



1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun
1 Tahun

1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air & Listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  ke Luar Daerah

	
558.868.000


116.225.000


15.000.000


88.918.500

23.250.000

42.625.000
25.750.000

41.350.000


30.000.000


175.749.500



	2
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
	


1. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
2. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
3. Kondisi kendaraan tetap dalam keadaan baik dan terpelihara

	


1 Tahun

1 Tahun

3 buah


	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
2. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	288.227.000


118.350.000

84.450.000

85.027.000



	
3
	
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
	



1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan dinsosnakertrans
2. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi karyawan dinsosnakertrans

	



1 Tahun


1 Tahun
	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal


2. Pendidikan dan pelatihan teknis

	
69.548.500


19.548.500


50.000.000


	
4
	
Tersusunnya laporan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
	




1. Tersusunya Laporan Dinsosnakertrans
	




5 Buku Laporan
	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


	
25.000.000



25.000.000

	
5
	
Terbinanya Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
	






1. Tersedianya petugas pendamping sosial yang lebih exis dalam penanganan PMKS

2.  Fakir miskin bisa bermodal dan dapat hidup layak 
	






10 orang



100 Org
	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

	
583.364.000





331.340.000



252.024.000

	
6
	
Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	



1. Terlaksananya penyaluran bantuan bagi FM dan WRSE

2. Terlaksananya penyaluran bantuan bagi korban bencana alam


3. Tersosialisasinya masalah PMKS
4. Lansia yang masih produktif bisa berusaha dan mampu hidup mandiri


	



287 Org


200 kk



300 Org
100 Org


	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
3. Penyuluhan masalah sosial
4. Santunan penunjang kehidupan lansia dan penyandang cacat


	
1.347.747.250


926.088.900


261.746.350



35.770.000
124.142.000




	
7





	
Terbinanya anak terlantar
	


1.  Terlatihnya anak terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi
	


2 angkatan/
30 orang


	
Program Pembinaan anak terlantar

1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
	
83.944.000

83.944.000


	
8
	
Sadarnya masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
	



1. Terlaksananya sosialisasi tentang nilai-nilai kepahlawanan

	



100 orang
	
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

	
10.945.000


10.945.000


	
9
	
Terselenggaranya Pembinaan panti asuhan / panti jompo
	



1.  Anak yatim dan jompo yang disantuni
	



496 Anak



	
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

1. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / jompo


	
53.562.650


53.562.650

	
10
	
Terpeliharanya sarana dan prasarana areal pemakaman
	



1.  Terpeliharanya TMP Tabur 
	



1 TMP


	
Program Pengelolaan areal pemakaman

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

	
46.900.000


46.900.000


	
11
	
Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	



1. Orsosmas dapat dimonitor kegiatannya


2. Meningkatnya kualitas SDM anggota KT dan PSM 

3.  Menurunnya tingkat kenakalan remaja dan pemakai narkoba 
	



10 kali



80 orang


400 Orang


	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Peningkatan jenjang kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

3. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

	
320.845.000


38.250.000



238.500.000


44.095.000

	
12








	
Meningkatkan kesempatan kerja







	



1. Tersedianya lowongan kerja diperusahakan

2. Tersebarluaskannya informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat
3.  Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja

	



1 Tahun


1 Tahun

40 Org/ 2 Angkatan

	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

2. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
3.  Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

	
59.600.500


12.993.500


14.850.000

31.757.000



	
13
	
Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	




1. Terlaksananya sosialisasi kepada pengusaha SP/SB pekerja masy. & instansi terkait

2. Terlaksananya survey kepada pedagang pasar tradisional dan instansi terkait
3. Terlaksananya Rapat koordinasi tentang kebijakan peraturan ketenagakerjaan dalam & luar daerah
[bookmark: _GoBack]
4. Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di perusahaan

	




160 Org/ kegiatan


1 kegiatan


1 Tahun



1 Kegiatan
	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

2. Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

3. Rapat koordinasi tentang kebijakan peraturan ketenagakerjaan dalam & luar daerah

4. Monitoring, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di perusahaan

	
142.185.500



52.403.100



24.982.400


35.200.000



29.600.000

	
14
	
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	



1. Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil 

 2. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi
	



15 Instruktur LPK Swasta
16 Org x 14 paket
	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur LPK
2. Pengadaan Bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
	
658.269.500


13.869.500


644.400.000


	
15
	
Terselelenggaranya penyuluhan
	


1. Terlaksananya Pelatihan kepada masyarakat Exs. Trans
	


2 Lokasi


	
Program Transmigrasi Lokal

1. Pelatihan transmigrasi lokal

	
0

0



	

Jumlah Anggaran : Rp. 4.249.006.900,-
Program                 :   15
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1. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Terbinanya Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
2. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
3. Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatkan kesempatan kerja
5. Tersuluhinya para transmigran
6. Terbinanya anak terlantar
7. Berkembangnya wawasan kebangsaan
8. Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
9. Terselenggaranya Pembinaan panti asuhan / panti jompo
10. Terpeliharanya sarana dan prasarana areal pemakaman
11. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

2. Indikator Kinerja Sasaran
Indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2
Indikator Kinerja sasaran

	No
	SASARAN 
	INDIKATOR KINERJA

	1
	Terbinanya Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
	1.  jumlah petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS
2.  jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 

	2
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	1. jumlah instruktur LPK Swasta yang terserap
2. jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan yang tersedia

	3
	Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	3. Terlaksananya pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi bagi PMKS
4. Terbinanya penanganan masalah-masalah strategis
5. Jumlah tenaga penyuluh masalah sosial
6. Jumlah Penunjang kehidupan lansia dan penyandang cacat yang tersantuni


	4
	Meningkatkan kesempatan kerja
	1.  Tersusunnya laporan informasi bursa tenaga kerja
2.  Jumlah penyebarluasan informasi bursa tenga kerja 
3.  Terselenggaranya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

	5
	Tersuluhinya para transmigran
	1. Jumlah pelatihan transmigrasi


	6
	Terbinanya anak terlantar
	1.  Jumlah pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang terserap

	7
	Berkembangnya wawasan kebangsaan
	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur  budaya bangsa

	8
	Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	1.  Jumlah Sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan
2.  Jumlah Survey kebutuhan KHL kepada pekerja
3.  Terlaksananya rapat koordinasi tentang kebijakan peraturan ketenagakerjaan
4.  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pemantauan di perusahaan

	9
	Terselenggaranya Pembinaan panti asuhan / panti jompo
	1.  jumlah anak panti asuhan/jompo yang terlayani

	10
	Terpelharanya sarana dan prasarana areal pemakaman
	1.  jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terpelihara 

	11
	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	1.  terbentukknya kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
2.  jumlah SDM kelembagaan yang meningkat 
3.  pengembangan model kelembagaan  Perlindungan Sosial



3. Program
Program merupakan kesimpulan kegiatan nyata yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan program dimaksud merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
Adapun program / kegiatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut    :
1) 	Bagian Sekretariat 
a.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
b.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
c.   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 


2)   Bidang Kesejahteraan Sosial (Pelayanan Sosial)
a. Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
b. Program Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
e. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti / Jompo
f. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1) Bidang Ketenagakerjaan
a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
c. Program Peningkatan Kulitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2) UPT LLK/UKM
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 
5)   Bidang  Ketransmigrasian
a. Program Transmigrasi Lokal
4.  Kegiatan 
Semua Bidang / Sektor Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak saja Masayarakat dan Tenaga Kerja itu sendiri, tetapi juga dengan kepentingan Pengusaha dan Masyarakat sebagai dasar modal pembangunan selanjutnya.
Adapun kegiatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut    :
1. Bagian Sekretariat 
· Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,  Kegiatannya sebagai berikut:
· Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
· Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
· Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
· Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
· Penyediaan Alat Tulis Kantor
· Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
· Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
· Penyediaan makan dan makanan
· Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,  kegiatannya sebagai berikut :
· Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
· Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
· Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
· Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  kegiatannya sebagai berikut :
· Pendidikan dan Pelatihan Formal
· Pendidikan dan Pelatihan Teknis
· Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  kegiatannya sebagai berikut :
· Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Bidang Kesejahteraan Sosial (Pelayanan Sosial)
· Program Pemberdayaaqn Fakir Miskin, komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandangmasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
· Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
· Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
· Program Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatannya sebagai berikut :
· Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
· Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 
· Penyuluhan Masalah Sosial
· Santunan penunjang kehidupan lansia dan penyandang cacat
· Program Pembinaan Anak Terlantar, kegiatannya sebagai berikut :
· Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
· Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
· Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
· Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti / Jompo, kegiatannya sebagai berikut:
· Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana panti asuhan / Jompo
· Program Pengelolaan Areal Pemakaman , kegiatannya sebagai berikut :
· Pemeliharaan sarana prasarana pemakaman

· Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial kegiatannya sebagai berikut :
· Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
· Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
· Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

3. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian kegiatannya sebagai berikut :
· Program Peningkatan Kesempatan Kerja
· Penyusunan Informasi bursa tenga kerja
· Penyebarluasan Informasi bursa tenga kerja
· Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
· Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
· Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
· Survey kebutuhan layak (KHL) pekerja
· Rapat koordinasi tentang kebijakan peraturan ketenagakerjaan dalam & luar daerah
· Monitoring, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di perusahaan
· Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
· PeningkatanPropesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur LPK
· Program Transmigrasi Lokal, kegiatannya sebagai berikut :
· Pelatihan Transmigrasi Lokal

4. 	UPT LLK/UKM
· Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, kegiatannya sebagai berikut :
· Pengadaan bahan materi pendidikan dan ketrampilan kerja

5.  Anggaran
Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2015 adalah:
a. Belanja Langsung sebesar Rp.4,249,006,900,- dan
b. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp 3.302.471.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Target Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3
Target Kinerja

	No
	SASARAN 
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	%

	1
	Terbinanya Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
	1.  jumlah petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS
2.  jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 
	10 orang



475 buah 
	100



100

	2
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	1.  jumlah instruktur LPK Swasta yang terserap
2. jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan yang tersedia
	15 Orang


10 paket

	100


100

	3
	Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	1.  terlaksananya pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi bagi PMKS
2. terbinanya penanganan masalah-masalah strategis
3. jumlah tenaga penyuluh masalah sosial
4. Jumlah Penunjang kehidupan lansia dan penyandang cacat yang tersantuni

	300 Org


10 Kec

10 kali

10 Kk




	100


100

100

100





	4
	Meningkatkan kesempatan kerja
	1.  Tersusunnya laporan informasi bursa tenaga kerja
2.  jumlah penyebarluasan informasi bursa tenga kerja 
3.   Terselenggaranya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
	12 Laporan

96 buah

1 tahun
	100


100

100

	5
	Tersuluhinya para transmigran
	1. Jumlah lokasi penyuluhan transmigrasi
2. Jumlah Pelatihan Transmigrasi

	2 Lokasi

2 Lokasi
	100

100

	6
	Terbinanya anak terlantar
	1.  jumlah pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang terserap
	2 angkatan/ 30 orang
	100

	7
	Berkembangnya wawasan kebangsaan
	 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur  budaya bangsa
	100 Org
	100

	8
	Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	1.  jumlah Sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan
2.  jumlah Survey kebutuhan KHL kepada pekerja
3. Terlaksananya rapat monsultasi dan koordinasi masalah ketenagakerjaan dalam dan luar daerah
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi di perusahaan
	4 Kegiatan


1 Kegiatan

1 Tahun



1 Kegiatan
	100


100

100



100

	9
	Terselenggaranya Pembinaan panti asuhan / panti jompo
	1.  jumlah anak panti asuhan/jompo yang terlayani
	496 anak/ 10 panti
	100

	10
	Terpelharanya sarana dan prasarana areal pemakaman
	1.  jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terpelihara 
	1 TMP
	100

	11
	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	1.  terbentukknya kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
2.  jumlah SDM kelembagaan yang meningkat 
3.  pengembangan model kelembagaan  Perlindungan Sosial
	15 kali



80 orang


400 kali

	100



100


100








A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau rendah realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakn indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut:
	NO
	PERSENTASE CAPAIAN
	KATEGORI CAPAIAN

	1
	85% sampai 100%
	Sangat baik

	2
	70% sampai 85%
	Baik

	3
	55% sampai 70%
	Cukup Baik

	4
	Kurang dari 55%
	Kurang Baik



B. Hasil Pengukuran Kinerja
Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkanpada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat,pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indicatorkinerja yang ditetapkan secara mandiri.
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaiankinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatansesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkamewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten hulu Sungai Utara. Pengukuran kinerja inimerupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkanpada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan,keluaran dan hasil.
Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indicatorkinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapanindikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis denganmemperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang rorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikansejauh mana keberhasilapencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:
1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telahdituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
	Berdasarkan pengukuran, tingkat capaian sasaran dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Capaian Target Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	No
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Terbinanya Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
	1.  jumlah petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS
2.  jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 
	10 orang



475 buah 
	10 orang



475 buah
	95,16



82,36

	2
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	1.  jumlah instruktur LPK Swasta yang terserap
2. jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan yang tersedia
	15 Orang


10 paket

	15 Orang


10 paket

	94,59


97,94


	3
	Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	1. terlaksananya pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi bagi PMKS
2. terbinanya penanganan masalah-masalah strategis
3.jumlah tenaga penyuluh masalah sosial
4. Jumlah Penunjang kehidupan lansia dan penyandang cacat yang tersantuni

	300 Org


12 Bulan

10 kali

10 Kk



	300 Org


12 bulan

10 kali

10 Kk




	83,18


94,55

84,83

65,77




	4
	Meningkatkan kesempatan kerja
	1.  Tersusunnya laporan informasi bursa tenaga kerja
2.  jumlah penyebarluasan informasi bursa tenga kerja 
3.   Terselenggaranya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
	12 Laporan

12 Laporan
1 tahun
	12 Laporan


12 Laporan

1 tahun
	89,71


87,82

92,20

	5
	Tersuluhinya para transmigran
	1. Jumlah lokasi pelatihan transmigrasi


	2 Lokasi
	2 Lokasi
	0

	6
	Terbinanya anak terlantar
	1.  jumlah pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang terserap
	2 angkatan/ 30 orang
	2 angkatan/ 30 orang
	99,00

	7
	Berkembangnya wawasan kebangsaan
	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur  budaya bangsa
	100 Org
	100 Org
	89,63

	8
	Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	1.  jumlah Sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan
2.  jumlah Survey kebutuhan KHL kepada pekerja
	4 Kegiatan


1 Kegiatan
	2 Kegiatan


1 Kegiatan 
	97,10


56,53

98,53

100

	9
	Terselenggaranya Pembinaan panti asuhan / panti jompo
	1.  jumlah anak panti asuhan/jompo yang terlayani
	496 orang
	496 orang
	95,33

	10
	Terpelharanya sarana dan prasarana areal pemakaman
	1.  jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terpelihara 
	1 TMP
	1 TMP
	97,27

	11
	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	1.  terbentukknya kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
2.  jumlah SDM kelembagaan yang meningkat 
3.  pengembangan model kelembagaan  Perlindungan Sosial
	15 keg



80 orang


400 kali

	15 Keg



80 Orang


400 kali
	100



87,57


9,00




Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan.




C. Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Hulu Sungai Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Sasaran 1 :
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	-
	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
	1 Tahun

	1 Tahun

	98,19

	
	Terpeliharanya perizinan kendaraan dinas/operasional
	1 Tahun

	1 Tahun

	37,55

	-
	terpenuhinya kebersihan kantor
	1 Tahun 
	1 Tahun 
	99,10

	-
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	1 Tahun 
	1 Tahun 
	87,56

	-
	jumlah alat tulis kantor
	1 Tahun
	1 Tahun
	72,54

	-
	jumlah barang cetakan dan penggandaan
	1 Tahun 
	1 Tahun 
	73,70

	-
	tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor
	1 Tahun 
	1 Tahun 
	83,45

	-
	tersedianya makanan dan minuman
	1 Tahun 
	1 Tahun 
	42,33

	-
	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
	1 Tahun 

	1 Tahun 

	98,65



Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di Tahun 2015 telah tercapai dengan realisasi yang baik, yaitu untuk indikator sasaran Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dengan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 98,19% sedangkan tahun 2014 sebesar 90,38%. Indikator sasaran Terpeliharanya perizinan kendaraan dinas/operasional dengan realisasi capaian 37,55% sedangkan tahun 2014 sebesar 45,57%. Indikator sasaran terpenuhinya kebersihan kantor tahun 2015 dengan realisasi capaian 99,10% sedangkan tahun 2014 sebesar 95,63%. Indikator sasaran penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar 87,56% sedangkan tahun 2014 sebesar 99,37%. Indikator sasaranjumlah alat tulis kantor tahun 2015 dengan realisasi capaian 72,54% sedangkan tahun 2014 sebesar 75,44%. Indikator sasaran jumlah barang cetakan dan penggandaan tahun 2015 dengan capaian realisasi sebesar 73,70% sedangkan tahun 2014 terealisasi sebesar 63,19%. Indikator sasaran tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar 83,45% sedangkan tahun 2014 sebesar 97,71%. Indikator kinerja tersedianya makanan dan minuman tahun 2015 dengan realisasi capaian 42,33% sedangkan tahun 2014 sebesar 61,38%. Indikator sasaran terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar  98,65% sedangkan tahun 2014 sebesar 99,79%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran”, terdapat output sebagai berikut :

	· Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
	1 Tahun

	· Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
· Kebersihan kantor
· penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
· Adanya alat tulis kantor
· Adanya barang cetakan dan penggandaan
· Adanya peralatan dan perlengkapan kantor
· Adanya makanan dan minuman
· Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
	
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik.
	Sasaran 2 :	
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur


Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
	1 Tahun
	1 Tahun
	88,53

		-
	jumlah peralatan
gedung kantor yang terpelihara

	1 Tahun
	1 Tahun
	98,76

	-
	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara
	3 buah
	3 buah
	98,48



Indikator kinerja sasaran untuksasaran meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2015 dengan capaian realisasi sebesar 88,53%sedangkan tahun 2014 dengan capaian 86,09%.Indikator sasaran jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar  98,76% sedangkan tahun 2014 sebesar 98,37%. Indikator kinerja jumlah kendaraan dinas yang terpelihara tahun 2015 dengan capaian realisasi sebesar 98,48%sedangkan tahun 2014 sebesar 92,01%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur”, dengan output sebagai berikut:
	· Kompunen SD air dan listrik
· Pemeliharaan gedung kantor
	  1 Tahun
  1 Tahun

	· Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
	  3 buah



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas.

	Sasaran 3 :	
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	Jumlah bimbingan formal yang diikuti
	1 tahun
	1 tahun
	60,09

	-
 
	jumlah bimbingan Teknis yang dapat di ikuti
 
	1 tahun
 
	1 tahun
 
	67,21

 



Indikator kinerja sasaran untuk sasaran jumlah bimbingan formal yang diikuti tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar 60,09% sedangkan tahun 2014 sebesar 99,88%. Indikator sasaran jumlah bimbingan teknis yang diikuti pada tahun 2015 dengan realisasi capaian 67,21% sedangkan tahun 2014 sebesar 0,00%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur“, dengan output sebagai berikut:
	-
-
	Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan teknis
	1 tahun
1 tahun



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk personil Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi.

	Sasaran 4 :	
	Penyusunan laporan pengembangan sistem capaian kinerja dan Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan


Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
 
	jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	5 buku laporan
 
	5 buku laporan
	96,80
 


Indikator kinerja sasaran untuk jumlah laporan capaian kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD pada tahun 2015dengan realisasi capaian 96,80%sedangkan tahun 2014 sebesar 95,39%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Tersusunnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan “, dengan output sebagai berikut ;
	-
-
-
-
-
	Laporan Penyusunan Lakip
Penyusunan Laporan Tahunan
Laporan Penyusunan Renja
Laporan penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Laporan Bulanan
	1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat terlaksananya pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	Sasaran 5 :	
	Terbinanya Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
 
	jumlah petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS
	10 orang
	10 orang
	95,16

	-
	jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
	475 Buah
	475 Buah
	82,36



Indikator kinerja sasaran untuk indikator kinerja jumlah petugas pendamping sosial pemberdayaan pakir miskin dan PMKS pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan  tahun sebelumnya yaitu dengan capaiansebesar 95,16% sedangkan tahun 2014 sebesar 81,94%, dan untukindikator kinerja jumlah sarana dan prasarana yang mendukung usaha bagi keluarga miskin di tahun 2015 juga mengalami kenaikandengan capaian82,36%sedangkan tahun 2014 sebesar 84,22%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya “, dengan output sebagai berikut:


	-


	Fakir miskin, KAT dan PMKS
	570 orang



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat melayani fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
	Sasaran 6 :	
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	Jumlah instruktur LPK Swasta Yang Terserap

	15 Orang
	15 Orang
	94,59

	-
	jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan yang terserap
	10 paket
	10 paket
	97,94



Indikator kinerja sasaran untuk indikator kinerja jumlah instruktur LPK yang terserappada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitudengan capaian94,59%sedangkan tahun 2014 sebesar 93,47%, dan untuk indikator kinerja jumlah bahan, materi pendidikan dan keterampilan yang terserap juga mengalami peningkatan di tahun 2015 dengan capaian 97,94% sedangkan tahun 2014 sebesar 58,96%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Jumlah Kelompok Binaan Yang Ada Di Pedesaan “, dengan output sebagai berikut:
	-
	Jumlah Instruktur LPK Swasta yang terserap
	15 Orang

	-
	JumlahPendidikan dan Pelatihan
	10 Paket



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat terlaksananya pelatihan yang sesuai dengan permintaan  pasar kerja.

	Sasaran 7 :	
	Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 


	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	 terlaksananya pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi bagi PMKS
	300 orang
	300 orang
	 83,18

	-
	terbinanya penanganan masalah-masalah strategis
	12 bulan
	12 bulan
	94,55

	 -
	jumlah tenaga penyuluh masalah sosial
	10 kali
	10 kali
	84,83

	-
	Jumlah penunjang kehidupan lansia dan penyandang cacat yang tersantuni
	10 Kk
	10 Kk
	65,77



Indikator kinerja sasaran untukindikator terlaksananya pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi PMKS pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan yaitu dengan capaian83,18% sedangkan tahun 2014 sebesar 80,02%. Indikator sasaran terbinanya penanganan masalah-masalah strategismengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu ditahun 2015 dengan capaian94,55% sedangkan tahun 2014 sebesar 98,75%. Indikator jumlah tenaga penyuluh masalah sosial di tahun  2015 mengalami sedikit penurunandengan capaian 84,83% sedangkan tahun 2014 sebesar 84,31%. Indikator jumlahpenunjang kehidupan lansia dan penyandang cacat yang tersantuni di tahun 2015 juga mengalami penurunan yaitu dengan capaian 65,77% sedangkan tahun 2014 sebesar 79,60%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Jumlah Rehabilitasi Sosial Yang Ada “ dengan output sebagai berikut:
	-
	Sarana dan prasarana rehabilitasi bagi PMKS
	300 orang

	-
-
-

	Penanganan masalah-masalah strategis
Penyuluhan Masalah Sosial 
Jumlah Penunjang lansia dan cacat
	12 bulan
10 kali
10 Kk



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada masyarakat.






	Sasaran 8 :	
	Meningkatkan kesempatan kerja



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	Tersusunnya laporan informasi bursa tenaga kerja
	96 Buah
	96 Buah
	89,71

	-
	jumlah penyebarluasan informasi bursa tenga kerja 
	96 Buah
	96 Buah
	87,71

	-
	Jumlah kelembagaan produktifitas dan pelatihan yang berkembang
	1 Tahun
	1 Tahun
	92,20



Indikator kinerja sasaran untuk indikator tersusunnya laporan informasi bursa tenaga kerja di tahun 2015 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yaitu dengan capaian 89,71% sedangkan tahun 2014 sebesar 90,20%. Indikator jumlah penyebarluasan informasi bursa tenaga kerjamengalami sedikit peningkatan yaitu padatahun 2015 dengan capaian 87,71% sedangkan tahun 2014 sebesar 82,73%, dan untuk indikator jumlah kelembagaan produktifitas dan pelatihan yang berkembang pada tahun 2015juga mengalami sedikit penurunandengan capaian92,20% sedangkan tahun 2014 sebesar 92,34%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Jumlah Sarana Informasi Bursa Tenaga kerja Yang Tersedia“ dengan output sebagai berikut:
	-
	Informasi bursa tenaga kerja
	12 bulan

	-
	Pengembangan Pelatihan kewirausahaan
	1 tahun

	
	
	


Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan kesempatan kerja meningkat.
Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh :
1)  Adanya informasi bursa tenaga kerja
2)  Adanya Pengembangan pelatihan kewirausahaan

Sasaran 9 :  Tersuluhinya para Transmigran
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	jumlah lokasi pelatihan transmigrasi
	2 Lokasi
	2 Lokasi
	0


Indikator kinerja sasaran untuk indikator kinerja jumlah lokasi Pelatihan transmigrasi pada tahun 2015 tidak dilaksanakan sedangkan pada tahun 2014 terlaksana dengan baik dengan capaian 94,02% .

	Sasaran 10 :	
	Terbinanya anak terlantar



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	jumlah pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang terserap
 
	2 Angkatan/30orang
	2 Angkatan/ 30orang
	99,00



Indikator kinerja sasaran untuk indikator sasaran jumlah pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang terserap di tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian99,00%  sedangkan tahun 2014 sebesar 96,53%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “ Jumlah Pelatihan Keterampilan Yang Tersedia bagi Anak Telantar “, dengan output sebagai berikut:
	-
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
	30 orang



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan anak terlantar mempunyai keahlian sebagai bekal untuk mencari pekerjaan.Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan karena Terselenggaranya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerjabagi anak terlantar

Sasaran 11: Tertanamnya Nilai-Nilai Kepahlawanan
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	Terlaksananya Sosialisasi Tentang nilai-nilai kiepahlawanan
	100 orang
	100 org
	89,63



Indikator kinerja sasaran untuk indikator kinerja terlaksananya sosialisasi tentang nilai-nilai kepahlawanan ditahun 2015 terlaksana dengan baik namun mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian 89,63% sedangkan tahun 2014 dengan realisasi capaian sebesar 93,05%.
	Sasaran 12 :	
	Terselenggaranya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	jumlah Sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan ketenaga kerjaan

	4 Kegiatan
	4 Kegiatan
	97,10

	-
	jumlah Survey kebutuhan KHL kepada pekerja
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	56,53

	-
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Kebijakan Peraturan Ketenagakerjaan dalam dan Luar Daerah
	1 Tahun
	1 Tahun
	98,53

	-
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan diperusahaan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	100



Indikator kinerja sasaran untuk indikator kinerja jumlah sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan mengalami peningkatan di tahun 2015 yaitu dengan capaian97,10% sedangkan tahun 2014 sebesar 91,64%. Indikator kinerja jumlah survey kebutuhan KHL kepada pekerja pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan dengan capaian 56,53% sedangkan tahun 2013 sebesar 50,76%. Indikator kinerja Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Kebijakan Peraturan Ketenagakerjaan dalam dan Luar Daerah pada tahun 2015(Kegiatan baru) terealisasi dengan baik dengan capain 98, 53% dan untuk indikator kinerja Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan diperusahaan di tahun 2015 (kegiatan baru) berhasil dengan sangat baik dengan capaian 100%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan “, dengan output sebagai berikut:
	-
	Sosialisasi
	4 kegiatan

	-
	Survey KHL
	1 kegiatan



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan hasil sosialisasi dan survey KHL dapat diterapkan dengan baik dan benar.
Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh :
1)  Terselenggaranya sosialisasi tentang ketenagakerjaan
2)  Terselenggaranya survey KHL bagi pekerja

	Sasaran 13 :	
	Terselenggaranya Pembinaan panti asuhan / panti jompo



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	jumlah anak panti asuhan/jompo yang terlayani

	496 orang
	496 orang
	95,33



Indikator kinerja sasaran untuk indikator jumlah anak panti asuhan/jompo yang terlayanipada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yaitu dengan capaian95,33% sedangkan tahun 2014 sebesar 89,37%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Tertatanya Pembinaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Jompo“, dengan output sebagai berikut:
	-
	Bantuan bagi anak panti/jompo
	10 panti

	-
	Santunan bagi anak panti/jompo
	10 panti



Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diharapkan para anak panti/jompo dapat hidup selayaknya seperti kehidupan orang lain.Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh Adanya bantuan bagi anak panti/jompo.
	Sasaran 14 :	
	Terpeliharanya sarana dan prasarana areal pemakaman



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terpelihara
	1 TMP
	1 TMP
	97,27



Indikator kinerja sasaran untuk indikator jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terpeliharapada tahun 2015 ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun lalu yaitu dengan capaian97,27% sedangkan tahun 2013 sebesar 82,32%.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “ Tertatanya Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan output sebagai berikut:
	-
	Sarana dan prasarana pemakaman
	1 TMP



	Sasaran 15 :	
	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	-
	terbentuknya kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
	15 keg
	15 keg
	100

	-
	jumlah SDM kelembagaan yang meningkat 
	80 orang
	80 orang
	87,57

	-
	pengembangan model kelembagaan 
	400 kali
	400 kali
	9,00



Indikator kinerja sasaran untuk indikator terbentuknya kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 dengan capaian 100% sedangkan tahun 2014 sebesar 80,00%. Indikator jumlah SDM kelembagaan mengalami sedikit penurunan di tahun 2015 dengan capaian 87,57% sedangkan tahun 2014 sebesar 90,57 %, dan untuk Indikator pengembangan model kelembagaan pada tahun 2015 mengalami penurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian 9,00% sedangkan tahun 2014 sebesar 95,30%, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 ada kekosongan dan belum terisi pejabat pelaksana/ kasi yang menangani program dan kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2015, namun kedepannya dengan terisinya jabatan tersebut akan kami perbaiki lagi.
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial“, dengan output sebagai berikut:
	-
-
	Kerjasama pelaku-pelaku usaha
Kelembagaan perlindungan sosial
	15 keg
80 Org

	
	
	





D. Akuntabilitas Keuangan
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiaian yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berdasarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daearah.
Pada tahun 2015 belanja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 untuk melihat pembiayaan selama tahun 2015 dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten hulu Sungai Utara menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 3.806.589.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.139.372.332,- atau 82,47% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5
Realisasi Belanja Langsung
	NO
	URAIAN
	Pagu
	Realisasi
	(%)

	1
	2
	3
	4
	5

	1).
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	558,868,000
	498,712,815
	89.24

	a.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	116,225,000
	114,117,565
	98.19

	b.
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	15,000,000
	5,633,200
	37.55

	c.
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	88,918,500
	88,117,500
	99.10

	d.
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	23,250,000
	20,357,750
	87.56

	e.
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	42,625,000
	30,919,550
	72.54

	f.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	25,750,000
	18,976,800
	73.70

	g.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	41,350,000
	34,505,000
	83.45

	h.
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	30,000,000
	12,700,000
	42.33

	i.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	175,749,500
	173,385,450
	98.65

	2).
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	288,227,000
	272,317,627
	94.48

	a.
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	118,350,000
	104,780,500
	88.53

	b.
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	84,850,000
	83,801,100
	98.76

	c.
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	85,027,000
	83,736,027
	98.48

	3).
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	69,548,500
	45,352,000
	65.21

	a.
	Pendidikan dan pelatihan formal
	19,548,500
	11,746,000
	60.09

	b.
	Pendidikan dan pelatihan teknis
	50,000,000
	33,606,000
	67.21

	4).
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	25,000,000
	24,200,900
	96.80

	a.
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	25,000,000
	24,200,900
	96.80

	5).
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
	583,364,000
	522,860,000
	89.63

	a.
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
	331,340,000
	315,300,000
	95.16

	b.
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
	252,024,000
	207,560,000
	82.36

	6).
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	658,269,500
	644,262,250
	97.87

	a.
	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur LPK
	13,869,500
	13,119,500
	94.59

	b.
	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
	644,400,000
	631,142,750
	97.94

	7).
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	1,347,747,250
	1,129,767,750
	83.83

	a.
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
	926,088,900
	770,279,050
	83.18

	b.
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
	261,746,350
	247,493,750
	94.55

	c.
	Penyuluhan masalah sosial
	35,770,000
	30,345,000
	84.83

	d.
	Santunan penunjang kehidupan lansia dan penyandang cacat
	124,142,000
	81,649,950
	65.77

	8)
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	59,600,500
	53,978,700
	90.57

	a.
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
	12,993,500
	11,656,000
	89.71

	b.
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
	14,850,000
	13,042,000
	87.82

	c.
	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas & Pelatihan Kewirausahaan
	31,757,000
	29,280,700
	92.20

	9)
	Program Transmigrasi Lokal
	0
	0
	0.00

	b.
	Pelatihan Transmigrasi Lokal
	0
	0
	0.00

	10)
	Program Pembinaan anak terlantar
	83,944,000
	83,101,200
	99.00

	a.
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
	83,944,000
	83,101,200
	99.00

	11)
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	10,945,000
	9,810,000
	89.63

	a.
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
	10,945,000
	9,810,000
	89.63

	12)
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	142,185,500
	129,288,650
	90.93

	a.
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
	52,403,100
	50,884,050
	97.10

	b.
	Survey Kebutuhan Hidup Layah (KHL) Pekerja
	24,982,400
	14,122,000
	56.53

	c.
	Rapat korrdinasi tentang kebijakan peraturan ketenagakerjaan dalam & luar daerah
	35,200,000
	34,682,600
	98.53

	d.
	Monitoring, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan aturan ketenagakerjaandi perusahaan
	29,600,000
	29,600,000
	100.00

	13)
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
	53,562,650
	51,060,050
	95.33

	a.
	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
	53,562,650
	51,060,050
	95.33

	14)
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
	46,900,000
	45,620,000
	97.27

	a.
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
	46,900,000
	45,620,000
	97.27

	15)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	320,845,000
	251,083,750
	78.26

	a.
	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
	38,250,000
	38,250,000
	100.00

	b.
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
	238,500,000
	208,863,750
	87.57

	c.
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
	44,095,000
	3,970,000
	9.00

	 
	Jumlah
	4,249,006,900
	3,761,415,692
	88.52






b. Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tahun anggaran 2015Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggarkan belanja tidak langsung/belanja pegawai sebesar Rp3.302.471.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.936.852.916,00 atau 88,93%.






























BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai media akuntabilitas yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun beberapa kendala dalam pencapaian sasaran yaitu :
· Masih kurangnya koordinasi dan administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
· Masih kurangnya SDM aparatur yang berkualitas.
· Masih tingginya tingkat kemiskinan bagi penduduk perkotaan.
· Masih kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja.
· kurang lancarnya pembagian program yang menyeluruh kepada masyarakat
· Rendahnya minat pencari kerja untuk berwirausaha
· Rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga peluang kerja yang tersedia didalam maupun diluar negeri belum dapat dipenuhi secara optimal.
Dengan adanya kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 untuk dapat mencapai sasaran dengan kendala yang tersebut di atas tidaklah mudah, Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 adalah : 
1. Bidang Sekretariat Dengan Capaian 89,27%
2. Bidang Sosial Dengan Capaian 85,53%
3. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dengan Capaian 91,07%
4. LLK-UKM Dengan Capaian 97,94%
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai media akuntabilitas yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping sebagai alat perbaikan governance dan manajemen di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, LAKIP ini diharapkan juga berfungsi sebagai alat belajar untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan mandat secara lebih akuntabel.
Untuk tahap selanjutnya dengan LAKIP ini diharapkan kepada pihak-pihak terkait dan pengambil keputusan dapat memberikan umpan balik (feed back) kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik untuk perbaikan penyusunan LAKIP ini sendiri di masa  yang akan datang maupun untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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